
Bupati Sampaikan Nota Penjelasan LPJ APBD TA 2024

pada Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kukar

Bupati menyerahkan dokumen Nora Penjelasan LPJ APBD TA 2024 kepada Unsur
Pimpinan DPRD Kukar.

(Sumber gambar:korankaltim.co) Selasa, 01/07/2025

TENGGARONG- Pada Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kutai Kartanegara (Kukar),
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyampaikan Nota Penjelasan Pemerintah

Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Tahun Anggaran 2024, Senin (30/6).
Dalam paparannya, Bupati Kukar Aulia Rahman menyampaikan bahwa Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD
dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang
disampaikan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas
(LAK), LO, LPE dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Catatan
atas Laporan Keuangan (CaLK) yang telah diaudit oleh BPK RI, yang merupakan

kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyusunan dan

menyampaikannya kepada DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ada.
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Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan Opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun Anggaran 2024. "Opini WTP ini adalah WTP yang kedua belas

kalinya diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas perolehan opini ini
kami tidak lupa menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak
legistlatif dan seluruh kepala OPD yang telah memberikan dukungannya sehingga
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mampu mempertahankan opini WTP atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” ucapnya.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyadari bahwa pencapaian opini WTP
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak berarti seluruh pengelolaan
keuangan berjalan sempurna tanpa ada kekurangan. Hasil audit BPK RI Perwakilan
Provinsi Kalimantan Timur terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah

merekomendasikan beberapa perbaikan pengelolaan keuangan dan aset yang harus

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Atas rekomendasi tersebut telah disusun rencana aksi sebagai bentuk langkah tindak

lanjut memperbaiki pengelolaan keuangan dan aset di tahun-tahun mendatang. Untuk
itu kami memohon dukungan legislatif dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan
keuangan dan aset daerah schingga terwujud good governance di Kabupaten Kutai

Kartanegara," tegasnya. (adv/hei/si/ga)

Sumber berita:
Koran Kaltim, Bupati Sampaikan Nota Penjelasan LPJ APBD TA 2024 pada Rapat
Paripurna ke-14 DPRD Kukar, 01/07/2025.

Catatan:
1. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan

Pemeriksa Keuangan diatur bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik
Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau

badan lain yang mengelola keuangan negara.
2. Dalam Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah diatur sebagai berikut.

(1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. laporan realisasi anggaran,
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih:
Cc. neraca,
d. laporan operasional,
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1) laporan arus kas:
f. laporan perubahan ekuitas, dan

g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan

keuangan BUMD.
(3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
(4) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat

persetujuan bersama.

(S) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan paling lambat7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(6) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala
daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.
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